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A. Latar Belal<ang Masalah 
Islam memandang bahvva aktivitas perdagangan merupakan salah satu 
kegiatan manusia yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. 
Dan setiap individu berkewajiban untuk memelihara kelangsungan hidupnya dari 
bahaya kekurangan sandang, pangan dan papan yang dapat membahayakan j iwa. 1l 
Tujuan-tujuan ini dikategorikan sebagai pemeliharaan atas jiwa. 
Sedangkan pada aktivitas perekonomian di Indonesia dengan sistem 
ekonomi Pancasila, mempunya1 em-em pokok yang mcnjunjung nilai-nilai 
pemerataan yang meliputi : 
I. Tidak memungkinkan cksplorasi manusia oleh manusia. 
2. Tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah. 
3. Tidak menciptakan ketimpangan yang besar dalam pemilikan kekayaan. 2) 
Namun dalam kenyataannya pemerataan ekonomi ini sulit diwujudkan 
terutama dalam perekonomian saat ini , terlebih lagi dalam sektor industri . Hal ini 
antara lain disebabkan adanya praktek monopoli yang bahkan telah menimbulkan 
pemborosan dan pengangguran3 l Monopoli sendiri merupakan istilah untuk 
bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran harang maupun jasa oleh pelaku 
I) Muhamrnat! Ncjatullah Sit!Jiqi, KeKiulall Eku11urni dulum Islam, alih Bahasa: Anas 
Sidik, Cet. l, (Jakarta : Burni Ahara, 1991 ), hlrn . 12. 
2l Mubyarto, F:konomi F'ancasi/a, Cet I, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), hlrn . 46. 
)J Ibid , him . 164. 
2 
tertentu. 4) Dengan demikian pelaku usaha terse but bisa menentuk:an harga 
menurut kemauannya. 
Bahaya dari praktek monopoli adalah terkonsentrasinya kekuatan ekonomi 
pada kelompok pengusaha tertentu sebagai pelaku ekonomi yang dominan, 
sedangkan mayoritas pelaku ekonomi lainnya tidak mendapatkan kesempatan 
usaha yang wajar5). Contoh praktek monopoli di Indonesia adalah dalam praktek 
produksi tepung terigu, yang dimonopoli oleh satu pengusaha saja (pelaku usaha 
tunggal)6) .Meskipun praktek monopoli tepung terigu ini sudah mulai ditiadakan, 
namun akibat lain dari monopoli adalah berupa ketimpangan kesempatan dan 
pemerataan ekonomi dengan sulitnya struktur pasar untuk menyesuaikan diri 
untuk: pulih dengan cepat karena praktek ini sudah berjalan belasan tahun. 7) 
Selain ketimpangan yang nyata atas penguasaan atas akses ekonomi yang 
berlintas pada perbedaan sosial dan kekayaan yang menyolok, penguasaan secara 
monopoli akan menghasilkan bias lain pada pasar dalam bentuk inefesiens 
produksi. Karena tidak adanya kontrol dari pesaing lainnya dalam produksi 
barang yang sama, sedangkan upaya untuk efisiensi dirasa tidak berguna karena 
usaha besar seperti ini tidak lebih dari gangguan kelompok kepentingan dan 
sarang kolusi. S) 
4) Ahmad Yani dan Gunawan Wijadja, Anti Monopoli, Cet. 1, (Jakarta : Grafindo Persada, 
1999), him. 12. 
5l Ibid. , him. 2. 
6) M. Dawam Raharjo, Perekonomian Indonesia, Cet. 3, (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 
152. 
?) Didik J. Rahbini, Ekonomi Politik Paradigma Teori dan Perspektif, Cet. 1, (Jakarta : 
ClDES, 1996), hlm. 146. 
8l Ibid. , hlm. 145. 
3 
Imbas lain dari praktek monopoli adalah menurunnya daya usaha dan 
kreativitas pelaku usaha lainnya. Karena adanya praktek monopoli, pelaku usaha 
lainnya kesulitan mencari akses ekonomi karena tertutupnya pintu usaha oleh 
pelaku monopoli. 9) 
Akibat lain dari praktek monopoli adalah pada naiknya harga. Jika semisal 
industri hulu dikuasakan secara monopoli dan tidak efisien, maka harga yang 
terbentuk tidak akan wajar dan pasti lebih besar dari harga yang terbentuk lewat 
mekanisme pasar. Dengan demikian harga barang yang telah dimonopoli terutama 
pada sektor industri akan lebih mahal dari barang lewat mekanisme pasar, yang 
juga berimbas pada mutu olahan bahan tersebut yang tidak mungkin mampu 
tersaing dengan bahan yang mahal. IO) 
Dengan alasan tersebut, maka monopoli merupakan praktek yang 
bertentangan dengan asas ekonomi Indonesia dan untuk mencegah praktek 
semacam ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijaksanaan ekonomi 
pemerintah, karena telah banyak pihak yang mengusulkan akan adanya suatu 
Undang-Undang yang melarang dan meniadakan praktek monopoli. Dan kini 
telah keluar Undang-Undang anti monopoli dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-
Undang ini bertujuan untuk melarang praktek monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat dalam dunia usaha dengan beragam bentuknya. Adanya larangan 
praktek monopoli dalam Undang-Undang ini dapat dimengerti secara wajar 
karena praktek monopoli memang bertentangan dengan dasar ekonomi Indonesia. 




Namun yang perlu dipertanyakan adalah pembentukan lembaga yang mengawasi 
jalannya Undang-Undang ini. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa Komi si Pengawas 
Persaingan Usaha adalah kornisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha 
dalam menjalankan usahanya agar tidak mclakukan praktek monopoli alau 
persaingan usaha tidak sehat. 
Kebijakan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ternyata 
tidak diikuti dengan pemhuatan perangkap hukurn dan penmdang-undangan yang 
memadai bagi suatu lcmbaga penegak hukum baru diluar lembaga penegak 
hukum yang telah 2.da seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam aturan tugas, 
wewenang dan cara penanganan praktek monopoli oleh KPPU. Kenyataannya 
dalam penanganan perkara sampai putusan perkara oleh KPPU 11 "~ pada tingkat 
komisi akan lcbih banyak mcnyia-nyiakan encrgi, karcna pclaku usaha pasti akan 
mengajukan keberatan atas putusan sepihak KPPU sebagaimana ya ng diatur 
dalam pasal 43 pemerintah. Langkah selanjutnya pada pemeriksaan pengadilan 
negen pada tingkat ini dalam Undang-Undang tidak diatur secara detail tata cara 
KPPU mengajukan perkara, hanya disebutkan bahwa Pengadilan Negeriharus 
memeriksa keberatan pelaku usaha. 
Dalam Undang-Undang No. 5 ini memang diatur tentang status, 
keanggotaan, tugas, wewenang juga diatur tata cara penanganan perkara oleh 
KPPU. Pada akhimya hukum dibuat untuk menciptakan keadilan di tengah 
masyarakat. demikian juga penegak hukum yang keberadaannya sebaga i sarana 
terlaksananya hukum. Penegak hukum diharapkan bisa efektif bekerja sehingga 
II) Ahmad Yani, Allli ... , hlm. 148 . 
5 
dapat digunakan untuk menciptakan keadilan dalam dunia usaha yang diharapkan 
mampu memberikan pemerataan dan keadilan ekonomi di masyarakat yang telah 
lama diidarnkan. Dengan adanya tatanan hukum yang adil diharapkan masyarakat 
akan dapat menikmati kehidupan yang aman dan damai menuju suatu 
kesejahteraanjasmani dan rohani 
Hukum Islam sendiri sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif 
diharapkan mampu memberikan jawaban dan penilaiannya terhadap setiap 
persoalan kemanusiaan termasuk bidang mu'amalah dan perekonomian, sehingga 
tujuan-tujuan diturunkan hukum Islam akan dapat tercapai yakni sebagai rahmat 
dan mewujudkan kemaslahatan pada manusia. Sedangkan negara sebagai 
pengemban tugas pelaksana hukum diharapkan mampu menciptakan organisasi 
negara yang efektif dalam melaksanakan tugasnya. 
B. Pokok Masalah 
Berdasarkan uraian Jatar belakang masalah di atas, maka pokok masalah 
dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembentukan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 
C. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah menjelaskan 
secara normatif dalam pandangan hukum Islam terhadap pembentukan Komisi 
Pengawasan Persaingan Usaha berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. 
6 
Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah memberi masuk:an bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan terutama huk:um Islam. Selain berguna untuk: 
memberikan sumbangan dan altematif bagi dinamika ideal dalam pengembangan 
huk:um Islam di Indonesia. 
D. Telaah Pustaka 
Penelusuran terhadap tulisan-tulisan sebelumnya yang membahas tentang 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menemuk:an buku Anti Monopoli 
tulisan Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja. Buk:u ini membahas tentang 
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang merupakan dasar hukum bagi larangan 
praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dengan berbagai bentuk:nya. Buku 
ini juga merupakan penjelasan dan pembahasan tentang aturan pembentuk:an 
komisi ini dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 namun pembahasannya lebih 
terfokus pada praktek monopoli dan bentuk: persaingan usaha tidak. Pembahasan 
buku ini tidak terdapat tinjauan mendalam terhadap pembentuk:an komisi ini 
sebagai lembaga penegak huk:um dalam kontek huk:um di Indonesia dan posisinya 
sebagai lembaga penegak huk:um di Indonesia, terlebih lagi bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadapnya. 
Sedangkan penelusuran terhadap pemakaian dalil maslahah untuk: 
meninjau sebuah kebijakan negara, penyusun menemukan skripsi dengan judul 
Developmentalisme di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Maslahah yang 
disusun oleh Jalil Abdi Rahman. Pada skripsi ini penyusunya berusaha 
mengunakan dalil maslahah sebagai alat untuk: menganalisa kebijakan 
7 
pembagunan yang merupakan suatu kebijakan negara yang bisa mengandung 
kemaslahatan atau kemafsadatan 
Sedangkan penelusuran terhadap sumher- surnher hukum Islam tentang 
lembaga pengawas pcnyusun mcncmukan tulisan-tulisan ai-Mawardi , Abu Ya ' la 
keduanya dengan nama a/-Ahkam as-SultaniJyah, juga ai-Gazali dalam !hya · 
Ulumuddin dan pembahasan lbnu Taimiyyah dalam ai-Hishah yang membahas 
lembaga pengawas dalam hukum Islam dalarn karya mereka. Dan pernbentukan 
lembaga pengawas dalam hukum Islam merupakan bagian dari tugas ncgara. 
KKcrangka Tcoritik 
Berbicara tentang lernbaga pengawas usaha, yang dalarn khazanah hukurn 
Islam merupakan pclcmbagaan prinsip onwr mo 'rul nohi nnmkor, pcnyusun 
menemukan pendapat lbnu Taim1yyah yang mengemukak;ln bahw·a kebcraclaan 
lembaga pengawas merupakan bagian dari tujuan sebuah pemerintahan, 
sebagairnana pendapatnya : 
'Fujuan terbesar dari negara adalah mengajak pcnduduknya mclaksanakan 
kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar. Misalnya: menegakkan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa, kebenaran, kejujuran berbakti kepada 
orang tua, berhubungan baik dalam kekeluargaan, dan sebagainya.12) 
Dan amar ma 'rul nahi mungkar yang mempakan fungsi lembaga 
pengawas dalam pandangan Ibnu Taimiyyah merupakan lembaga yang 
mempunyai tujuan yang sangat komprehensif. Tennasuk tujuannya adalah 
mengajak praktik-praktik sosial dan ekonomi yang bermanfaat dan menc~::gah 
12) A.A. Islahi , Konsep f.konomi !hmt Taim(yyah, pener:iemah: H Anshari Thayib, Cetl 
( Surabaya: PT Rina llmu , ! 997}, him . 220 
praktik-praktik sosial-ekonomi yang buruk. lbnu Taimiyyah juga berpendapat 
bahwa hanya dengan dilaksanakannya prinsip amar rna 'rz{f nahi munkar ini maka 
kesejahteraan penduduk dan negara akan dapat tercapai. Kesejahteraan penduduk, 
kesejahteraan ekonomi ncgara, tcrlctak pada ketaatan mercka pada Allah dan 
Rasul-Nya, yang hanya mungkin menjadi kenyataan melalui ajakan herbuat baik 
11' dan mencegah kemungkaran. · J 
Dari pendarat ini tamraknya fbnu Taimiyyah berrendarat hahwa antara 
kcgiatan ckonomi dan agama antara kcduanya tidak dapat dipi sa hkan dalam 
tanggungjawabnya terhadap umat. 
Pendapat fbnu Taimiyyah ini bisa dikaitkan dengan pendapat ai-Mawardi 
tentang tanggungjawab dan kewajiban setmah pemerintahan.yang antara lain: 
1. Mclindungi kcutuhan agama scsuai dengan kcyakinan dan ijma' 
generas1 awal (salaj' al-ummah) dan menJaga agama dari 
penyimpangan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
2. Melaksanakan dan menjaga keadilan dalam hukum untuk seluruh 
warga negara. 
3. Melindungi wilayah-wilayah negara dan tempat-tempat suc1 , agar 
terjamin keamanan bekerja.dan beraktifitas. 
4. Mengawasi pelaksanaan penegakan hukum. 




6. Mengorganisasikan perang suc1 melawan siapa saja yang menolak 
ajaran Islam tentang keadilan. 
7. Mengurus barang rampasan dan orang miskin. 
8. Menyehatkan keuangan negara 
9. Mengangkat pejabat berdasarkan kompetensi. 
10. Melakukan pengawasan langsung terhadap segala urusan publik. 14) 
Dari kesepuluh pendapat al-mawardi tentang kewajiban negara ini temyata 
terdapat kewajiban negara terhadap keadilan, keamanan dalam bidang ekonomi 
dan pengawasan terhadap segala aktifitas publik termasuk kegiatan usaha. 
Sehingga keberadaan lembaga pengawas dalam pandangan al-Mawardi 
merupakan kewajiban negara untuk melaksanakannya. Kegiatan pengawasan 
aktifitas publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban-kewajiban negara 
terhadap prinsip hukum dan amar ma 'ruf nahi munkar. 
Pendapat lain yang muncul di kalangan ulama' adalah pendapat al-Gazali. 
al-Gazali mempunyai pendapat yang lebih mengaitkan keberadaan lembaga 
pengawas dengan tujuan ajaran agama. al-Gazali berpendapat bahwa lembaga 
pengawas merupakan pokok terbesar dalam agama, yang dengan tugas tersebut 
diutuslah para nabi dan rasul. Selanjutnya al-Gazali berpendapat bahwa jika 
fungsi hisbah dilumpuhkan maka akan menghilangkan warisan fungsi keagamaan 
14) al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah, (Beirut : Dar al-Kutub al-llmiyyah 1345 H), 
hlm. 299 
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dan kerasulan, yang akan membav,ra kesesatan dan kebodohan dan akan 
l'i) 
membawa pada kehancuran negara . · 
Dari ketiga fuqaha · tersebut ketiganya sam a dalam mendasarkan 
keberadaan lembaga pengawas pada ayat al-Qur'an yang berhubungan prinsip 
mengajak kepada kebaj ikan dan mencegah kemunkaran, sebagaimana dalam al-
Qur,an: 
Ayat 1111 menurut para fuqaha' tersebut mcrupakan dasar dari 
pembentukan lembaga pengawas yang disebut Hisbah dalam hukum Islam dan 
berkewajiban untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran tem1asuk 
dalam bidang mu· amah dan perdagangan. 
Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya Peran Nilw dan /'vfoml 
dalam Perekonomian Islam _juga mengungkapkan bahwa dalam khasanah hukum 
Islam terdapat nom1a tentang pengawasan pasar dan larangan adanya praktek 
monopoli dalam ekonomi . Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pengawasan 
pasar m1 ini merupakan upaya untuk mencegah praktek monopoli guna 
mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan dan kasih sayang. 
Pendapatnya ini juga memberi masukan baru tentang bagaimana hukum Islam 
melihat praktek monoroli sehagai istilah haru dalam perekonomian Islam .171 
IS) al-Gazali, lhya · Ulllfllllddin, Juz II, (ttp ., Maktab Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 
tth .), him. 302. ··'-
161 
al- Maidah ( 4) • l 09. 
171 Yusuf ai-Qardhawi , /'eran Nilai /)an Moral /)a/am F.konomi Islam, alih bahasa • KH . 
Didin Khafiuddin. Cet. I, (Jakarta • Robbani Press, 1997), hlm.278. 
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F.Metode Penelitian 
1. .Ienis Pcnclitian 
.Ienis penelitian yang dipakai oleh penyusun dalarn menulis skripsi 
m1 adalah jenis penelitian pustaka (Literature research) yakni dcngan 
meneliti ketentuan pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 
terutama asas dan tuj uan pembentukannya yang terdapat dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 serta isi ketentuan pernbentukan KPPU dan juga 
meneliti dalam litcratur hukum Islam tentang lembaga pengawas . 
2. Sifat Pcnclitian 
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptis 
analiti.\·, yakni rnenel iti dengan rnernaparkan dan rnenguraikan lebih dahulu 
kctentuan pcmbcntukan Komisi Pengawas Pcrsaingan Usaha. yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 , kemudian di1akukan analisa 
terhadap ketentuan tersebut sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang benar. 
2. Pendekatan Mas;.--.lah 
Dalam mcnyusun skripsi ini pcndckatan yang dipakai adalah 
pendekatan normatif, yakni pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan 
pembentukan komisi tersebut dan berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang 
Lembaga Pengmvasan Persaingan Usaha dan tinjauannya terhadap lembaga 
tersebut. 
3. Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data-
data pada peraturan pernbentukan kornisi tersebut yakni Undang-Undang No. 
•. l2 
5 Tahun 1999 sepagai sumber primer, sedangfqn data sekunder diperol~h dari 
informasi lainnya yang qapat me11dukung tercapainya pendalaman des~riHsi 
dan analisa. S~qangkan sumber primer lainnya adalah ketentuan tentq.ng 
Hisbah dalam hukum Islam dan dalil-dalil hukum Islam yang dipergunakan 
untuk meninjau dan menilai pembentukan Komisi Pengawasan Persaingan 
Usaha sebagai sumber primer w1tuk menganalisis dalam perspek1if hukum 
Ts]am. 
4. Analisis Data 
Dalam menganalisis qata di)akuk~n secara kualifikatif, analisa ini 
dilakukan dengan menafsirka11 dan mengura*an data dengan maksud dap;:tt 
diambil · nilai yang terkandung di dalamnya dan kemudian dapat diambil 
kesimpulan. 
G. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pernbahasan dalarn skripsi ini adalah : 
Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, berisi alasan-alasan penyusunan skripsi ini . K.edua, pokok masalah, 
berisi pem1asalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni tinjauan hukum 
Islam terhadap pembentukan KPPU. Ketiga, tujuan dan kegunaan. Keempat, 
telaah pustaka, beri ·i penelusuran terhadap tulisan- tulisan terdahulu dalam 
permasalahan ini. K.eenam, kerangka teoritik, berisi pendapat-pendapat para 
Fuqaha' tentang lembaga pengawas bidang usaha. Ketujuh, metode penelitian 
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Fuqaha' tentang lembaga pengawas bidang usaha. Ketujuh, metode penelitian 
berisi metode yang dipak:ai dalam menyusun skripsi ini dan kedelapan 
sistematika pembahasan. 
Bab II, adalah berisi gambaran umum tentang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam bab II ini 
berisikan penjelasan tentang latar belakang sebagai proses pembentukan 
sebuah lembaga hukum baru dan tujuan dari pembentukan komisi ini. Pada 
sub II terdapat penjelasan isi ketentuan pembentukan Komisi ini yang terdapat 
dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. meliputi penjabaran ketentuan bab 
VI yang mengatur tentang ketentuan umum Komisi tentang tugas, wewenang, 
pembiayaan. dan dan bab VII yang mengatur tentang tata cara penanganan 
perkara oleh KPPU 
Bab ill, berupa gambaran umum lembaga Hisbah dalam hukum Islam. 
Menjelaskan pengertian lembaga hisbah sebagai bentuk pengawasan publik 
dalam hukum Islam. Dasar hukum Hisbah dijelaskan sebagai dasar pada 
pemahaman terhadap perintah amar ma 'ruf nahi munkar. Juga dijelaskan 
kriteria dan syarat-syarat pelaksana Hisbah yang meliputi keahlian dan moral 
Juga kewenangan Hisbah dalam pengawasan publik, khususnya dalam bidang 
muamalah dan ekonomi. 
Bab IV, adalah analisis hukum Islam terhadap pembentukan komisi 
persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Pertama 
berisikan tinjauan hukum Islam terhadap asas dan tujuan pembentukan 
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komisi persaingan usaha. Tinjauan hukum Islam terhadap asas dan tujuan 
pembentukan Komisi ini didasarkan pada dalil maslahah sebagai salah satu 
dalil hukum Islam. Sedangkan yang kedua adalah tinjauan terhadap isi 
ketentuan pembentukan Komisi ini. Tinjauan hukum Islam ini didasarkan 
pada lembaga Hisbah dalam hukum Islam. 
Bah V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan 
skripsi ini dan dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun serta dilengkapi 




Bcrdasarkan uratan yang tdah pcnyusun jdaskan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut : 
I . Bahwa bcrdasarkan pertimbangan unluk tcrciptanya kemaslahatan 
bagi seluruh rakyat dalam bidang ekonomi dan dunia usaha, maka 
kebijakan negara dalam membentuk Komisi . Pengawas Persaingan 
Usahn sebagai bagian dari paket Undang-Undang No.5 dengan semua 
tujuannya dapat dinilai sesuai dcngan kemaslahatan. Hukum Islam 
Juga mengenal adanya lembaga hisbah yang mempunyai tugas 
mengawasi praktek publik secara umum termasuk dalam bidang 
ekonomi dan muamalah . Kebijakan negara tersebut dapat dilihat 
scbagai upaya untuk mcnciptakan kcmaslahatan dan kesejahteraan 
bagi rakyatnya karenanya dapat dibenarkan. 
2. Komisi Pengawas Pcrsaingan Usaha scbagai lcmbaga pengawas 
ternyata belum dilengkapi dengan perangkat hukum dan perundang-
undangan yang sempuma dan memadai, terutama yang mengatur tata 
tugas, kewewenangan terleb ih tnta cara persidangan di tingkat 
Pengadilan negeri . 
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B. Saran 
Pcrlu discmpurnakannya perangkat hukum dan perundang-undangan yang 
mengatur pemberantasan praktek monopoli dan persaiangan usaha tidak sehat 
terutama yang mengatur tentang tugas, kewajiban dan wewenang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. Setiap produk hukum setiap saat memang 
membutuhkan penyempurnaan untuk mengantisipasi kelemahan produk hukurh 
tersebut dari upaya untuk melanggarnya, sehingga di perlukan kaj ian-kajian lebih 
lanjut ten tang lembaga ini agar pelaku monopoli tidak dapat mencari celah 
hukum karena kel emahan produk hukumnya. 
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Lampiranl TERJEMAHAN 
NO HLM FTN TERJEMAHAN 
BABI 
1 10 21 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada 
yang ma' ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung. 
2 11 22 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, 
kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran. 
3 11 23 Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-
orang kaya saja diantara kamu saja. 
BABID 
4 43 15 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada 
yang ma' ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung. 
BABIV 
5 10 4 Bagaimanakah kamu mengadili perkara, j ika 
dihadapkanmu suatu perkara ?, Muadz menjawab, "Saya 
mengadili dengan kitab Allah. "Rasul bertanya lagi, 
"Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya di Kitab 
Allah?." Muadz menjawab," Saya mengadilinya dengan 
sunnah Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Bagaimana 
jika kamu tidak menjumpainya di kitab Allah dan 
disunnah Rasulullah?." Muadz menjawab, "Saya 
berijtihad dengan akal pikiran saya ". Maka Rasulullah 
menepuk dada muadz sambil bersadabda. "Segal a puji 
bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan 
Rasulullah sesuai dengan perkenannya". 
6 20 5 Pada hari aku ini telah Ku sempurnakan untuk kamu 
agamanmu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-
Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. 
7 10 Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk 
menjadi (rahmat) bagi semesta alam. 
8 20 Tindakan Imam untuk kepentingan rakyat adalah harus 




Bemama Abu Ya' la Muhammad bin al-Hasan al-Farra' . Belajar di 
Baghdad diantaranya kepada Ibnu Hamid dan menjabat Qadi al-Quddat. 
Pengarang al-Ahkam Sultaniyyah dalam Madzhab Hambali. Meninggal pada hari 
senin 19 Ramadhan 456 H. 
Al-Gazali 
Bemama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali. Dilahirkan 
di Thus (Iran) pada tahun 450 H/1058 M. Belajar di Naishapur terutama kepada 
Abu al-Ma' ali al-Juwaini. Sempat menjabat guru besar di perguruan 
Nidhamiyyah, Baghdad. Diantara karyanya adalah al-mustasfa dalam ushul fihh 
dan al-Wasith dalam fiqh. Al-Gazali meninggal di Thus pada tahun 505 H/11 11 
M. 
AI-Jauzi 
Bemama Abu Abdurrahman bin Qayyim al-Jauzi. Murid dari Ibnu 
Taimiyyah dan banyak melanjutkan cita-cita gurunya dalam pembaharuan 
pemikiran Islam dimasanya. Pengarang banyak buku diberbagai bidang ilmu 
diantarang Tlam al-Muwaqiin dan Kitab al-Ruh. 
Al-Mawardi 
Al-Mawardi lahir pada tahun 370 H, bemama Abu Hasan Ali bin 
Muhammad bin Habib al- Mawardi. Menempuh pendidikan di Bagdad dan 
Basrah. Diantara guru-gurunya adalah al-Hasan al-Jabali, Abu Ali al-Asfarayini, 
Abu Qasim al-Qusyairi. Ia menjabat sebagai hakim di banyak kota secara 
bergantian dan termasuk pakar fiqh dalam mazhab syafi' i, juga dikenal sebagai 
mediator dalam urusan- urusan politik pada saat itu.al- Mawardi hidup pada masa 
dua khalifah yakni al-Qodir Billah (381-422) dan al-Qaim Billah (422-467). 
Diantara karyanya adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah dan Adab ad-dunya wa ad-
din. Al-Mawardi wafat pada bulam rabiul-awwal tahun 450 H diusia 86 tahun. 
AI-Qardhawi 
Termasuk pemikir pembaharu Mesir dan terutama di kalangan Ihwanul 
Muslimin, kini cenderung berpikir bebas tanpa mengacu pada ideology 
organisasinya. Diantara karya tulisannya Daur al-Qimah Wal Ahlaq fi al-Iqtidad 
al-lslami. 
Asy-Syatibi 
Bemama Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahkmi. Asy-
Syatibi menempuh kehidupannya di Granada, ibukota kerajaan Bani Nasr yang 
merupakan kota pusat intelektual di kawasan Afrika Utara.Diantara guru-guru 
asy-Syatibi adalah Abu Abdillah al-Fahkhkar (bahasa arab ).Abu al-Qasim as-
sabti. Diperkirakan asy-Syatibi mejalani karimya sebagai imam dan khatib di 
beberapa masjid. Selain sebagai mufti dan pengajar di sebuah madrasah di 
Granada. Diantara karyanya yang dikenal al-Muwafaqat ( ushul fiqh) dan al-
J'tisham (fiqh). Asy-Syatibi rneninggal pada 8 Sya'ban tahun 790/1388. 
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